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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan
perkara cerai gugat antara:
Abd. Kadir bin Masruhing, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan
Bulu Tanah, RT.003, RW 002, Kelurahan Bongki,
Kecamatan, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini
telah memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Marsuki,
SH., M.H. Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor
Ahamad Marsuki, S.H., M.H. & Rekan, terdaftar selaku
Advokat pada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan
Advokat Indonesia/Indonesian Advocates Association
(PERADI) dengan Legalitas keanggotaan 15.01989,
berkantor di Jalan Gunung Rinjani, No. 23, Kelurahan
Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,
Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
9 September 2018, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sinjai sesuai Register Surat Kuasa
Nomor 42/Kuasa Khusus/V/2018/PA Sj., tertanggal 10
September 2018, sebagai Pemohon;
melawan
Rappe binti Manrapi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak
ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di
Jalan Bulu Tanah, RT.003, RW 002, Kelurahan Bongki,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai

Termohon;
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Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon melalui kuasanya di persidangan;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Permohonan dalam surat permohonannya
tertanggal 9 september 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sinjai, Nomor 266/Pdt.G/2018/PA Sj, telah mengajukan
permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan
sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 8 Jumadil Awal 1404 H (10 februari 1984 M),
telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam,
yang kemudian dicacat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Propinsi
Sulawesi Selatan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
B-485/Kua.21.19.08/PW.01/18/2018 tanggal 27 Agustus 2018.
Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut
hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di kabupaten Sinjai;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon di
karuniai keturunan/anak
a. Adriani Binti Kadir (P) tahun lahir 1985 di Sinjai;
b. Akbar Bin KAdir (L) tahun lahir 1987 di Sinjai

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai

goyah dan tidak harmonis, dan terjadi perselisihan sejak tahun 2015.

a. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut karena
pada awalnya Termohon sering kali bersikap arogan dan tidak taat

kepada Pemohon selaku suaminya;
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b. Bahwa Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya
sebagai seorang istri dengan tidak memberikan hak lahir batin
bahkan dengan tidak lagi memperdulikan Pemohon walau masih
serumah dengan Pemohon kala itu;

C. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Pemohon jatuh sakit dan
membutuhkan perhatian dari Termohon namun Termohon dengan
keras kepala tidak memperdulikan Pemohon seorang diri dalam
kamarnya yang terpisah dengan kamar Termohon dan hal ini pula di
ikuti oleh sikap kedua anak Pemohon karena di hasut oleh
Termohon.namun karena Pemohon sangat membutuhkan perhatian
terpaksa Pemohon memanggil orang tuanya untuk tinggal bersama
di rumah Pemohon agar mendapatkan perhatian karena sakit yang
dialaminya sudah berlangsung 6 bulan lamanya tanpa perhatian
Termohon;

d. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 hingga desember 2017
Pemohon bagai orang lain dalam rumah tangga karena Pemohon
tidak pernah berkomunikasi kepada Termohon maupun anak-
anaknya dan bahkan Pemohon, untuk makan terpaksa harus
memasak sendiri dalam kamar Pemohon karena Pemohon tidak
lagi di hiraukan oleh Termohon dan anak-anaknya dengan tidak di
berikan hidangan makanan sekalipun;

e. Bahwa akibat sikap Termohon dan anak-anaknya kepada
Pemohon, dengan sangat terpaksa Pemohon meninggalkan rumah
yang Pemohon tempati bersama dengan Termohon maupun anak-
anaknya dan pergi menumpang tinggal kerumah pamannya;

f. Bahwa karena Pemohon merasa malu menumpang kerumah
pamannya terpaksa Pemohon harus keluar dan kontrak tempat
tinggal bersama kemanakannya sampai saat ini;

g. Bahwa Pemohon beberapa kali menasehati Termohon
namun Termohon tidak terima terhadap nasehat-nasehat Pemohon

bahkan Termohon sering membalas dengan sikap marah dan keras
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kepala bahkan Termohon pernah berupaya mengajukan perceraian
kepada Pemohon, yang mengakibatkan perselisihan yang
berkepanjangan;

5. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah
tangga dengan Termohon, namun perselisihan antara Pemohon
dengan Termohon kian tajam dan memuncak pada bulan desember
2017;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah
tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud
menceraikan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon
memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Abd. Kadir bin Masruhing)
untuk menjatuhkan Talak satu raj’i terhadap Termohon (Rappe binti
Manrapi) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk
membayar biaya perkara;
Atau bila Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cg. Majelis Hakim Yang Mulia
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili
kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon
tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil’lkuasa hukumnya meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak
datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap

pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon
telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-
485/Kua.21.19.08/PW.01/18/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan
sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;
B. Saksi

1. Warni Nurdin binti Nurdin, umur 33 tahun, agama Islam,

pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

kediaman di Jalan Bulu Tanah, Lingkungan Paruntu, Kelurahan

Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena paman dan kenal
Termohon setelah menikah dengan Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 34 (tiga
puluh empat) tahun;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua)
anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal
pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015
rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis;

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon
tidak harmonis karena Termohon sudah tidak taat lagi kepada
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Pemohon dan Termohon sudah tidak mempedulikan lagi
Pemohon bahkan Termohon tidak mengurus Pemohon ketika
Pemohon sedang sakit;
- Bahwa saksi sering menyaksikan Termohon tidak
mempedulikan Pemohon ketika masih serumah, begitu juga
anak-anak Pemohon dengan Termohon dan saksi sendiri yang
sering membawakan Pemohon makanan ketika Pemohon
sedang sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat
kediaman sejak bulan Desember 2017 karena Pemohon pergi
meninggalkan kediaman bersamanya pergi ke rumah nenek
saksi karena Termohon tidak mau merawat Pemohon yang
sedang sakit dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai
sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon
agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2, Warti Nurdin binti Nurdin, umur 33 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat
kediaman di Dusun Mattiro Tangka, Desa Lappa Cinrana,
Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena paman dan kenal
Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 34 (tiga
puluh empat) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua)
anak;
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- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal
pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober
2015 rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis;

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon
tidak harmonis karena Termohon sudah tidak taat lagi kepada
Pemohon dan Termohon sudah tidak mempedulikan lagi
Pemohon bahkan Termohon tidak mengurus Pemohon ketika
Pemohon sedang sakit;

- Bahwa saksi sering menyaksikan Termohon tidak
mempedulikan Pemohon ketika masih serumah, begitu juga
anak-anak Pemohon dengan Termohon dan Termohon tidak lagi
menyiapkan makanan untuk Pemohon bahkan ketika Pemohon
sedang dalam keadaan sakit;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat
kediaman sejak bulan Desember 2017 dan sudah tidak ada
komunikasi lagi sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon
agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan
dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan segera
menjatuhkan putusannya :

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati
Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sejak awal persidangan
sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. jo.
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan,
maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini
adalah perceraian yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama
Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip hukum Islam perkara ini
masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa
dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir
dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini

dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);
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Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 404 yang
berbunyi :

v ply pralinall plIS> oS> Wl n20 o

al 5>V olls gg9

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia
termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat
dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu
majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai
dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2
(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah)
yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa
pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dengan Termohon
telah terjadi peristiwva perkawinan sehingga para pihak memiliki
kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki legal
standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka
2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri
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serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai
alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka
2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri
serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai
alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2
terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah
pada tanggal 10 Februari 1984, di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten
Sinjai;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama
membina rumah tangga selama 34 (tiga puluh empat) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2
(dua) orang anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai
terjadi perselisihan sejak bulan Oktober 2015;
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5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan
Termohon karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, Termohon
tidak mempedulikan Pemohon lagi bahkan ketika Pemohon sedang
sakit, Termohon tidak merawat Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat
kediaman sejak bulan Desemer 2017 dan tidak pernah rukun lagi
sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon untuk
kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi
perselisinan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena
Termohon tidak taat kepada Pemohon dan Termohon tidak
mempedulikan Pemohon lagi bahkan ketika Pemohon sedang sakit
Termohon tidak merawat Pemohon;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat
kediaman selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan tidak pernah
rukun lagi sampai sekarang;

3. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati
Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri,
bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud
kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah
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sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur’an Surat
Ar-Rum ayat 21

aSin Jas 5 Leall ) a3l L) 5 51 aSdsl e ST Bla ) 43U e s
s SEy a8l AW b 8 o) das 555254

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-
Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu
menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya
diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.
Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan
pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam :
1. Al Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

oale groan alll plo Malllgo e 0ls
Artinya: “Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan
talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi
Mengetahui’;
2. Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih
menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang

menyatakan :
Toad 4d adiy ol g daa g 31 BLal) o jlanal s (33Ul USRS 2DLWYY JUA) S8
Do) Y ) g e B sea A gl Ay )l el S 5 mlia Y
_:LHJ.:J‘ T3 bl..ii:i l.'.‘utj .J.i“}nll (p.u.j_ b Qg;j")” 2a ‘__‘Jr- l;s;.\” u1 sliza

Artinya: Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga
sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak
bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami
isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan
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perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami
dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah
suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan
semangat keadilan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan karena
Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon dan Termohon tidak
mempedulikan Pemohon lagi bahkan ketika Pemohon sedang sakit
Termohon tidak merawat Pemohon, yang mengakibatkan antara Pemohon
dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh)
bulan, maka atas alasan tersebut, alasan perceraian sebagaimana yang
didalilkan Pemohon telah terbukti, dan fakta tersebut telah memenuhi
unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk
melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri
tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Putusan Mahakamah Agung Rl Nomor 379 K/AG/1995
tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila
suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah
tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan
dan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun
2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon telah dapat membuktikan
kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak
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melawan hukum, oleh sebab itu petitum Permohonan Pemohon angka 1
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru
menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim
untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak
raj'i tersebut dan telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu petitum
permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan

dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Abd. Kadir bin Masruhing)) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rappe binti Manrapi)
di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 Miladiah,
bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Abd.

Jamil Salam, S.H.l.. sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.l. dan
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Syahruddin, S.H.l., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Irmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Taufiqurrahman, S.H.I. Abd. Jamil Salam, S.H.l.
Hakim Anggota,

Syahruddin, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Irmah, S.H.
Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran: Rp  50.000,00

2. Proses :Rp 30.000,00

3. Panggilan : Rp 210.000,00
4. Meterai :Rp 6.000,00
5. Redaksi :Rp 5.000,00
Jumlah Rp 301.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)
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